WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat 1. Undang-Undang MNomor 16 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang MNomor 16 dan 17 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjl di
Djawa (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1398 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darn
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang WNomor 17 Tahun 2003 tentang
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